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PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 26 TAHUN 2009
. TENTANG
RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERIA

RUMAM SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL RIVAI KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU,
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KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR 203,aTAHUN 2009

TENTANG PENETAPAN Vi8I, MiSI, MOTTO DAN BUDAYA KERJA RUMAH SAKIT
UMUM DERAH Dr. ABDUL RIVAI

BUPATI BERAU,

- Meninibang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan rumah sakit,
maka dipandang perlu untuk menetapkan Visi, Misi, Motto dan
Budaya Kerja.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas,
maka periu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Tahun 1858 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1853 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1853
Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan dalam
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ,

_ 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
. Dserah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
N kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5063) ;

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan




o X3

PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR : 26 TAHUN 2009
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RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DR. ABDUL RIVAI
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13, Peraturan Pémerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orpanisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik fndonesla Tahun 2007 Nomor 89,

 MEMUTUSKAN :

. PERATURAN BUPATI TENTANG RINGIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA

KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL RIVAI KABUPATEN BERAU
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. Pasal
Dalam Peraturan Bupatl ini yang dimaksud dengen : |
a. Dasreh adaiah Daerah Kabupaten Berau; o
b Pemerintsh Daerah adaish Bupeli dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah;
Kepala Daerah adalsh Bupati Berau;
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PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ABDUL RIVAI

KABUPATEN BERAU
BUPATI BERAU,

bahwa dengan adanya perubahan status Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau darl Badan Layanan
Umum Daerah bertahap menjadi Badan Layanan Umum
Daerash Penuh, maka periu ditetapkan  Peraturan Bupat!
tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Berau |

bahwa berdasarkan pertimbangan gebagaimana dimaksud
huruf “a* tersebut diatas periu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 72) tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1853 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang
(Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia) :

Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran  Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
?403“;?!’ 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pencelolaan Keuanaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara




7. Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578) ;

8. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

9. Paraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja instansl Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4814) |

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla
Nomor 44738) ;

141. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2008 nomor 9) |

12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2009 nomor 8) | :

43. Peraturan Bupati Berau Nmor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Kabupaten Berau (Berita Daersh Kabupaten Berau Tahun 2010
Nomor 18) :

14. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 61Tahun 2007 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah ;

15, Keputusan Bupati Berau Nomor 883 Tahun 2010 tentang Penetapan
Rumah 3akit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb dengan
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD) Dengan Status Penuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BERAU TENTANG TARIF PELAYANAN
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ABDUL

RIVAI KABUPATEN BERAU.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Berau.

2 Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Asas Otonomi dan

Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-seluasnya dalam sistem dan

: prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
| indana Nasar Nenara Republik Indonesia Tahun 1945.
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